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PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Gm.

» \ \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dasan Gol, 12 Juni 1996, agama Islam,
pekerjaan xxxxx XxxxxX xxxxX, pendidikan Sekolah Dasar,
tempat tinggal di Xxxxxxx, XXxXxxX, Xxxxxxx, Kabupaten
Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 31 Desember 1982, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di XXXxxxx,
XXXXXXX, XXxXxxX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya
disebut sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan

surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di

kepaniteraan Pengadilan  Agama Giri Menang Register Nomor

1342/Pdt.G/2020/PA.Gm tanggal 25 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. B

ahwa pada tanggal 25 September 2017, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta
Nikah nomor: 0271/43/1X/2017, tertanggal 25 September 2017;

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
2. B

ahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

Pemohon sendiri di XxXxxxxx, XXxxxxx, XxxxxxX, Kabupaten Lombok Utara;
3. B
ahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. B
ahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan karena: Termohon sering pulang ke rumah
orangtua Termohon tanpa seizin Pemohon dan apabila Termohon dinasihati
oleh Pemohon, Termohon suka melawan dan marah-marah kepada Pemohon
bahkan Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan Termohon terus
menerus meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;

5. B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2020, yang akibanya
antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan saat ini Termohon tinggal
rumah orangtua Termohon sendiri di XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten
Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. B
ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar nhorma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan
terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon
dengan Termohon;

7. P

emohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Giri Menang Pengadilan Agama Giri
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Menang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan
talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER
Apabila Pengdailan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,
Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang
menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan
sebagai wakil’lkuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang
dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan
kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas hama Pemohon, yang aslinya

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 27-02-2018, ,
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bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang

ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Xxxxxxx, Nomor: 0271/43/1X/2017 tanggal 25 September 2017, bukti

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang

ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi.
1. SAKSI P1, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam
dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang sah dan telah memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah Pemohon sendiri di XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
dulunya harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi
cekcok mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi
cekcok mulut karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon
tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon
dan Termohon terus menerus meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah sejak 7 (Tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada
Termohon di luar persidangan kemudian Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

sudah pernah dinasehati oleh saksi namun tidak berhasil;
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2. SAKSI P2, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam

persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

isteri yang sah dan telah memiliki kutipan akta nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

di rumah Pemohon sendiri di XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan

Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

dulunya harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi

cekcok mulut;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi

cekcok mulut karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon

tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon
dan Termohon terus menerus meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah

rumah sejak 7 (Tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada

Termohon di luar persidangan kemudian Termohon pergi meninggalkan

Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;

- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

sudah pernah dinasehati oleh saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon
dan telah mencukupkan buktinya karena tidak ada lagi bukti yang akan
diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan
tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon
dikabulkan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak

hadir di persidangan;
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Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah

dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan

ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara

tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara aquo dinilai sesuai dengan
Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan
pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara aquo telah tepat diajukan pada
wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan tempat kediaman
Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi Permohonan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa
izin Pemohon”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
menghadap persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil
sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Termohon
tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan
Undang-Undang dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat
pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

memberikan nasihat kepada Pemohon agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan
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niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka
sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut,
ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa
perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
permohonan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan
karena Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Termohon, Termohon
juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon memiliki watak
yang keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Permohonan Pemohon tersebut,
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak
pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat
didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil
permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah
dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka sesuai dengan isi
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 Rumusan Hukum
Kamar Agama tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
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Pengadilan yang berisi Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian

tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3
tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :
sl Slsis pulzall e ol alas jue (09 OIS Ol ALl e ke Al sLasll

ax> wCael OIS U] e alllasgc jue (09 il jmi

Artinya : “Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada
di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena
orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan,
kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan surat Akta
Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan probationis Causa, maka Pemohon
dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 orang
saksi seperti dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah
dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan selanjutnya diberi kode P-1, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1)
huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P-1) tersebut menerangkan

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili pada permohonan,

Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XxxxxxX, yang telah
dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim
dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang
undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Pemohon adalah
suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 25 September 2017 dan
belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, Pemohon
dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi | (SAKSI P1) merupakan Tetangga Pemohon dan
saksi Il (SAKSI P2) merupakan Sepupu Pemohon, kedua saksi aquo orang-orang
yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan
kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg
dan 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan
substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi SAKSI P1 dan saksi SAKSI P2,
menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok mulut
yang disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa
seizin Pemohon dan Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon karena selalu
meminta diceraikan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg,
Majelis hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi
syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti
saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga
Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai

Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah
memiliki kutipan akta nikah;

2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,
namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi
cekcok mulut;

5. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon adalah karena Termohon
sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seizin Pemohon dan
Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan Termohon terus menerus
meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan
sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumabh;

7. Bahwa, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar
persidangan yang mana sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang
tuanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi
dan tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan
pengakuan Termohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
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dikatagorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak

mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon (broken marriage) dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang
terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berkonsekuensi
sampai berpisah rumah dan Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk
menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan
hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan
lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon
dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi
mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu  perselisihan dan
pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah
merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah
terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan
perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana
dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri
tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan
syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah
merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat
memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam
firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang artinya “Dan jika suami istri
bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada
masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk
mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan
mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik,
sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat
dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup
mereka untuk masa-masa yang akan datang ;

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi
unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon  sudah
sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon terhadap
Pemohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan
dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 596.000,- (Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam
Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hij.
Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan
Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas,
dibantu Nur Aliyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis
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Indah Syajratuddar, S.H. Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon . Rp 160.000,00
4. Panggilan Termohon : Rp 320.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Meterai . Rp 6.000,00
7. Redaksi : Rp___10.000,00

Jumlah : Rp 596.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
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